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LIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN
JASA INTERNET TELEPON| UNTUK KEPERLUAN PUBLIK

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang ¢ a bahwa dalam rangka antisipasi perkembangan konvergensi
toknologi telekomunkasi yang melahirkan Jasa alteratit
penyslanggaraan telekomunikasl, telah ditetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM, 23 Tahun 2002 fentang
Penyelenggaraan Jasa Intemet Teleponi Untuk Keperluan

Public;

b. bahwa saat ini penyelenggaraan jasa_telekomunikasi di
Indonesia akan segera memasuki babak baru dengan
diakhiriya hak ekslusivtas bagi badan penyelenggara di
bidang telekomunikasi, yaitu dengan diberlakukannya kompetis!
dalam rangka peningkatan pelayanan jzsa_telekomunikasi
Kepada masyarakat khususnya pengguna asa telokomunikasi;

c. bahwa sehubungan dengan halhal terssbut di atas, perlu

diakukan  perubahan terhadsp _Keputusan
Perhubungan Nomor KM, 23 Tahun 2002;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaren Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3881);



[image: image2.jpg]2. Peratutan Pemerintsh Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lemberan Negara
Nomor 3980);

3, Peraturan Pemeriniah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spekium Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Keja Departemen, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Departemen, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden: Nomor 47 Tahun
2002;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 20 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

7. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor KA. 21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

8. Keputusan Menteri Pérhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Depariemen Pethubungan,
sebagaimana telah - diubah dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomr kM. 81 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

MEPUTUSAN  MENTERI  PERHUBUNGAN  TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER| PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 23. TAHUN 2001 PENYELENGGARAAN JASA
INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK.
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A Mengubah Ketentuan Pasal 12 ayat (1) hunf a, sehingga
berbunyi sebagai berikut

(1) Kode akses untuk penyelenggaraan jasa intemet teleponi
menjadi

A untuk metode single stage : 010XY, dimana X dan
'Y adalah angka dari 0 sampal dengan 9;

b, untuk metods double stage : 170XY dimana X dan
¥ adalan angka dari 0 sampai dengan 9.

B. Menambah ayat (3) baru pada Pasal 12, yaitu

(3) Pemberiakuan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1)
hurdl @, selambatiambatya 3 (tga) bulan sejak
ciberiakukannya Keputusan inl.

C. Mengubah ketentuan Pasal 15, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berkut

Pasal 15
Besamya biaya interkoneksi mengikuti ketentuan mengenai
biaya interkoneksi yang ditetapkan dengan  keputusan
tersendir

D. Mengubah judul Bab V tentang Lembaga Kiiring, menjadi

BABY

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN

E. Mengubah ketentuan Pasal 16, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagal borikut

Dalam rangka penyelesaian perhitungan hak dan kewajiban
Keuangan antar para penyelenggara jasa internet teleponi dan
antara  penyelenggara jasa  intemet _teleponi dengan
penyelanggara jaringan telekomunikasi dilaksanakan melalui
Sistem Kifing Trafik Telekomunikasi (SKTT).
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Pasal Il

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Padatanggal : 11 MARET 2004

MENTERI PERHUBUNGAN
tta
AGUM GUMELAR, M.So.

‘SALINAN Keputusan inf disampaikan kepadia :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menterl Koordinator Bidang Perekonomian;

Menterl Koordinator Bidang Polt dan Keamanan;

Menterl Pertahanan;

Menterl Perindustran dan Perdagangan;

Menteri Negara Komunikas dan Informaisi;

Seletaris Negara;

Sekretaris Jenderal, Inspekiur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para
Kepala Badan di ingkungan Departemen Perhubungan;

Fara Kepala Biro dan Para Kspela Pusat di ingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Perhubungan.

‘SALINAN sesuai dengan aslinya

dan KSLN





